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BUPATI SIAK
PROPINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Menimbang : a.

Mengingat

1.

2;

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIAK,

bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 32 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Presiden
Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu
melakukan penyesuaian besaran tambahan penghasilan pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3092)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4880);






10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5243), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara {Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5133);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 130);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasil Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi
Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 483},






16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019
Nomor 157);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten SiakTahun 2019 Nomor 6
Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita
Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 32), diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Bupati adalah Bupati Siak.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak selaku Pengelola
Barang Milik Daerah.

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang
selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan
organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional
dan/atau tugas teknis dari organisasi induk.






8.

9.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS
Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan
program Jaminan Kesehatan.

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan PPPK
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil

11.

Pemerintah Kabupaten Siak.
Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Siak

12.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi.

Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak scorang PNS dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan
pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. .
Disiplin ASN adalah kesanggupan untuk mentaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau
dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara
sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai
dan perilaku kerja pegawai.

Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada suatu
satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
Sasaran Kerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja
dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.

Kegiatan Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam
rangka pelaksanaan fungsi jabatan.

Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan
oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya
dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang
ditetapkan.

Kreatifitas adalah kemampuan ASN untuk menciptakan sesuatu
gagasan/metode pekerjaan yang bermanfaat bagi unit kerja, organisasi, atau
Negara.

Pejabat Penilai adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan ketentuan
serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.

Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional
satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian Tunjangan Kinerja
Daerah.

Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural
maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan Kelas Jabatan.
Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung pada bulan
berkenaan.






29. Absensi online adalah proses pendataan kehadiran pegawai dengan
menggunakan verifikasi rekam wajah/swafoto melalui Smartphone pada titik
koordinat yang telah ditentukan.

30. Absensi Manual adalah proses pendataan kehadiran pegawai dengan
menggunakan paraf/tanda tangan pegawai.

31. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP, merupakan
pendapatan selain gaji, tunjangan jabatan pimpinan tinggi, administrator dan
pengawas, yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan
peraturan perundang-undangan.

32. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejulah uang
yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk Program Jaminan Kesehatan.,

Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5

(1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada
pegawai ASN yang menjadi bagian dalam pejabat pengelola keuangan daerah
(PPKD), PNSD yang bertugas melakukan perencanaan dan Penelitian,
Penyusunan Anggaran, pengelola keuangan pada SKPD/Unit Kerja, Evaluasi
dan Pengawasan Realisasi Anggaran, Pengelola Barang, Pengadaan Barang dan
Jasa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Perizinan dan Penanaman
Modal, Unit Kerja yang membidangi urusan dibidang Hukum, Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil, Penegakan/Pengamanan Perda,
Penanggulangan Bencana, Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR), Koordinator
Wilayah Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Petugas
Administrasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah, Petugas
Penyuluhan/Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu, Pelayanan Paten
Kecamatan, Pelayanan Kesehatan, Pengelola Data dan Penanganan
Kemiskinan, dan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, serta diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11
disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) TPP dibayarkan kepada Pegawai ASN terhitung mulai bulan Januari.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Transaksi Non
Tunai.

(2a) TPP sebagaimana dimaksud ayat (2) dipotong 1% untuk Iuran BPJS
Keschatan.

(3) Pembayaran TPP berdasarkan prestasi kerja bagi ASN dihitung dengan cara
pengurangan nilai TPP berdasarkan prestasi kerja setiap ASN dengan
akumulasi pengurangan tingkat kehadiran dan pengurangan capaian Prestasi
Kerja Pegawali.

(4) Tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diukur melalui
aplikasi E-absensi rekam wajah/swafoto yang telah terintegrasi dengan
BKPSDMD.

(5) Pengurangan berdasarkan tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap PNS yang setiap kali tidak mengikuti apel pagi dan tidak melakukan
absensi rekam wajah/swafoto sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa
alasan yang sah dilakukan Pengurangan TPP sebesar 0,5 % (nol koma lima
persen) dari besaran TPP setiap bulan dikecualikan bagi tenaga fungsional
pendidik dan tenaga fungsional kesehatan; dan






b. Setiap PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dilakukan
pengurangan TPP sebesar 2 % (dua persen) per hari dari besaran TPP setiap
bulan.

(6) Apabila terdapat gangguan pada sistem aplikasi e-absensi untuk melakukan
absensi rekam wajah/swafoto maka Tingkat Kehadiran pegawai didasarkan
pada Absensi Manual.

(7) Rekapitulasi tingkat kehadiran pegawai pada Perangkat Daerah ditandatangai
oleh Kepala BKPSDMD paling lambat minggu pertama setiap bulan berikutnya
sebagaimana ketentuan yang berlaku.

(8) Format rekapitulasi tingkat kehadiran pegawai pada Perangkat Daerah,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Setiap PNS wajib menyusun SKP pada minggu pertama bulan Januari setiap
tahun serta melaporkan pencapaiannya ke BKPSDM melalui Pejabat Pengelola
Kepegawaian masing masing OPD.

(10) Penyusunan SKP pada setiap Perangkat daerah wajib dilakukan melalui
aplikasi Simak Pemerintah Daerah yang telah terintegrasi dengan BKPSDMD.

(11) Dalam hal PNS belum menginput SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
TPP diberikan sampai PNS bersangkutan menginput SKP, dan dibayarkan
pada bulan berikutnya.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Januari 2021

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Januari 2021
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